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ABSTRAK

CATATAN

Untuk memenuhi kepentingan masyarakat dalam memberikan layanan
yang cepat, efisien dan efektif terhadap permohonan legalisasi dokumen
keperdataan atau perdagangan yang akan digunakan dari dalam negeri dan
keluar negeri semakin meningkat serta untuk menciptakan tertib
administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, perlu
mengatur mengenai permohonan legalisasi dokumen, karena itu perlu
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: STAATSBLAD 1909 No.291; UU
No.39 Tahun 2008; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6
Tahun 2016.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Permohonan
Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Legalisasi Dokumen yang adalah layanan untuk mengesahkan tanda tangan
Pejabat dan/atau pengesahan stempel resmi dalam dokumen yang
dimohonkan berdasarkan pencocokan tanda tangan dan/atau stempel
dengan spesimen. Legalisasi dilakukan terhadap dokumen yang
diterbitkan di dalam negeri dan akan dipergunakan di luar negeri atau
dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan dipergunakan di dalam
negeri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 April
2017.
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